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ABSTRAK 

Pengembangan potensi lokal menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing lokal. 

Oleh karena itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu model 

pemanfaatan kapasitas finansial desa untuk pemanfaatan potensi dan kebutuhan desa. Namun, 

dalam perjalananya penerapan BUMDes masih menemukan permasalahan dalam mencapai tujuan 

pemanfaatan potensi dan kebutuhan desa. Tujuan penelitian ini adalah menemukan pendekatan 

yang tepat dalam mendukung upaya peningkatkan kinerja BUMDes dalam mengelola potensi desa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum didasarkan pada analisis 

kebutuhan dan pemetaan potensi desa setempat. Pengelolaan BUMDes perlu diarahkan menuju 

optimalisasi peran stakeholders melalui pendekatan governance. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan BUMDes,  Governansi Publik, Peningkatan Kinerja  

 

ABSTRACT 

Increasing local potential is an important aspect to improve local competitiveness. 

Therefore, the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is one model of village 

financial capacity utilization to utilize the potential and needs of the village. However, in the course 

of its implementation the BUMDes still found problems in achieving the objectives of using the 

village's potential and needs. The purpose of this study is to find the right approach in supporting 

efforts to improve the performance of BUMDes in managing village potential. The results of the 

study show that the management of the BUMDes has not been based on the needs analysis and 

mapping of the potential of the local village. Management of BUMDes needs to be directed towards 

optimizing the role of stakeholders through a governance approach. 

 

Keywords: Performance Improvement, Public Governance, Village Enterprise Management 

 

 

PENDAHULUAN  

Pengelolaan kekayaan dan potensi 

desa melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) juga telah dilakukan oleh 

sejumlah desa di Kabupaten Banyumas. 

Pada saat ini telah berdiri 88 BUMDes 

dari 301 desa di Kabupaten Banyumas 

(Laporan Pemerintah Kabupaten 

Banyumas 2016). Meskipun dari segi 

jumlah belum mencapai angka 50 persen, 

namun dengan dukungan kebijakan baik 

dari pemerintah daerah dan pemerintah 

desa maka potensi pembentukan BUMDes 

akan sangat besar. Namun, kinerja Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

pengelolaan kekayaan dan potensi desa 

sebagai upaya membangun ekonomi 

masyarakat desa pada kenyataan masih 
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sulit dilakukan. Masalah utama yang 

dihadapi adalah belum kuatnya 

mekanisme pemetaan potensi dan 

kebutuhan desa, sehingga kinerja 

BUMDes  dalam pengelolaan kekayaan 

dan potensi desa masih belum terarah dan 

terukur. Hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Kurniasih et al. (2017; 

2019) dan Maab et al. (2018) 

menunjukkan bahwa dalan 

pengelolaannya, BUMDes belum memiliki 

mekanisme yang jelas dan komprehensif 

terkait pemetaan potensi dan kebutuhan 

desa. Di samping itu, hasil penelitian 

terhadulu tersebut juga menunjukkan 

belum adanya mekanisme keterlibatan 

masyarakat secara lebih luas dalam 

pengembilan keputusan. Artinya, peran 

stakeholders dalam pengelolaan BUMDes 

belum diberi ruang yang optimal. 

Business Improvement merupakan 

suatu hal yang penting untuk diperhatikan 

di level pemerintah daerah (Morçöl and 

Wolf, 2010). Integrasi organisasi sektor 

swasta dan mekanisme pasar ke dalam 

proses pemerintahan dan pelayanan publik 

merupakan tren yang memiliki implikasi 

mendasar bagi administrasi publik 

(Newman and Gaffney, 2002). Kerjasama 

pemerintah dan sektor bisnis dapat 

membantu mengidentifikasi solusi 

terhadap masalah kebijakan yang 

kompleks dan memperbaiki keberhasilan 

implementasi kebijakan publik (Kim and 

Darnall, 2016).   

Najmaei dan Sadeghinejad (2016) 

mengenalkan konsep model bisnis publik 

dan mengembangkan teori untuk proses 

pengembangan dan pengelolaan model 

bisnis publik. Dalam pandangannya 

mengembangkan dan mengelola model 

bisnis merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan dalam organisasi publik 

sekalipun. Pengusaha publik menjalankan 

tugas ini dengan menggunakan sumber 

daya publik dan swasta, memanfaatkan 

sistem kelembagaan publik, dan 

mengembangkan kemampuan yang 

berbeda dimana model bisnis publik 

dikembangkan dan digunakan. Dalam 

pemenuhan pelayanan publik bagi 

masyarakat juga diperlukan inovasi 

business models (Morçöl & Wolf, 2010). 

Pengelolaan model bisnis menjadi penting 

untuk memanfaatkan peluang publik 

(Najmaei and Sadeghinejad, 2016). Oleh 

karena itu perlu dibentuk suatu badan 

usaha masyarakat desa. Tidak ada definisi 

yang jelas tentang apa yang dimaksud 

dengan bisnis pedesaan atau badan usaha 

milik desa (Henry dan McElwee, 2014). 

Menurut Henry dan McElwee (2014) 

Gagasan tentang bisnis pedesaan atau 

badan usaha milik desa dapat ditinjau 

dengan karakteristik sebagai berikut: (1) 

Lokasi utamanya berada di pedesaan; (2) 

Mempekerjakan mereka yang berada 

dalam area specified travel to work; (3) 

Berkontribusi terhadap gross value-added 

(GVA) bagi desa setempat. 

Liang (2006) mencatat beberapa hal 

tentang proses perkembangan terbaru 

dalam restrukturisasi dan tantangan utama 

dari badan usaha desa. Ia berpandangan 

bahwa pengembangan lebih lanjut 

perusahaan pedesaan harus berfokus pada 

sejumlah isu kebijakan, antara lain: (1) 

Mengutamakan nilai-nilai sektor privat 

(perusahaan swasta), (2) Meningkatkan 

struktur industri, mengembangkan industri 

pengolahan makanan agribisnis, (3) 

Meningkatkan kualitas dan merek, (4) 

mendorong konsentrasi bisnis di kota-kota 

dan (5) Mendorong kolaborasi ekonomi 

dan teknis regional. Dalam pandangan 

Liang (2006), badan usaha desa adalah 

driving force di belakang ekonomi 

pedesaan, yang dapat menjadi kekuatan 

ekonomi baru, menyediakan kesempatan 

kerja untuk tenaga kerja pedesaan, 

membantu meningkatkan pendapatan 

petani, promotor industri infrastruktur dan 

agribisnis dan sebagai kontributor 

urbanisasi dan integrasi ekonomi regional.  
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Wang (2005) juga mencatat 

beberapa hal tentang proses perkembangan 

badan usaha desa. Dalam pandangannya, 

badan usaha desa memiliki karakteristik, 

antara lain: (1) Sebagai pelopor pem-

bangunan pedesaan; (2) Sebagai pilihan 

hak milik atau kepemilikian perusahaan; 

(3) Sebagai bantuan bagi beban 

ketimpangan petani; (4) Sebagai tipe 

industrialisasi pedesaan. Lebih lanjut 

Wang (2005) mengemukakan bahwa 

badan usaha desa beroperasi di bawah 

konteks geografis, ekonomi dan politik 

yang sangat unik karena berada di wilayah 

pedesaan. Oleh karena itu, untuk 

menjamin keberlangsungannya diperlukan 

perhatian pada upaya diversifikasi 

kepemilikan, prioritas pada pengembangan 

organisasi dan teknologi harus menjadi 

prioritas utama, mengutamakan industri 

pengolahan makanan (agri-industri), 

penguatan pada kualitas dan merek, 

mobilisasi atau ekspansi usaha yang 

menjangkau wilayah perkotaan dan 

mendorong kerjasama ekonomi dan teknis 

tingkat regional (Liang, 2006). Najmaei 

dan Sadeghinejad (2016) juga meng-

ungkapkan bahwa perusahaan publik 

adalah seperti perusahaan swasta yang 

memerlukan model bisnis untuk bertindak. 

Namun, karena perbedaan sifat peluang 

dan sumber daya antara bisnis sektor 

publik dan swasta, maka berbeda pula 

penyelenggaraan perusahaan publik 

dengan perusahaan swasta.  

Perusahaan publik itu sendiri 

tergolong ke dalam profit maximizing 

businesses dan non-profit maximizing 

businesses known as social businesses. 

Terdapat perpedaan antara perusahaan 

dengan profit maximizing businesses 

model dan social businesses model 

(Sabatier et al., 2017; Yunus et al., 2010).  

Bahwa perusahaan milik lokal lebih 

cenderung menghasilkan tingkat 

keterlibatan publik yang tinggi dan 

penting untuk menopang kapasitas 

pemecahan masalah publik. Keterlibatan 

publik dan pemilik bisnis lokal dapat 

memberikan kerangka kerja dengan 

mengalihkan beban pemecahan masalah 

dari pemerintah ke pelaku swasta, 

masyarakat dan stakeholder lain untuk 

memecahkan masalah masyarakat (Clark 

and Record (2017). 

Kemunculan paradigma reinventing 

government yang menghendaki sebuah 

pemerintahan yang berjalan seperti atau 

menerapkan nilai-nilai organisasi swasta 

(Osborn dan Plastrik, 1997). Tentu saja 

tinjauan terhadap persoalan tersebut 

diharapkan tetap didasari pada pemikiran 

tentang bagaimana mengelola kepentingan 

publik secara efisien, efektif, akuntabel 

dan berkeadilan sosial. Dalam mengkaji 

persoalan BUMDes penelitian ini 

menggunakan perspektif manajemen 

publik, karena dalam konsep manajemen 

publik menyangkut perencanaan, peng-

organisasian, pengawasan dan juga 

mekanisme pertanggungjawaban. Artinya, 

peran stakeholders dalam mekanisme 

pengelolaan BUMDes menjadi bagian 

yang penting. Dalam mengatasi ke-

kosongan peran stakeholders inilah, perlu 

adanya mekanisme yang mendorong 

pengelolaan BUMDes  yang berbasis pada 

konsep governance. Public governance 

adalah cara dimana stakeholders saling 

berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi 

hasil kebijakan publik (Bovaird et al., 

2003). Stakeholders tersebut antara lain 

adalah warganegara, organisasi masyara-

kat, media massa, lembaga publik, politisi, 

organisasi nirlaba dan sebagainya. Mereka 

saling berinteraksi dalam pengelolaan 

organisasi publik untuk memenuhi 

berbagai kepentingan masyarakat.  

Pada paradigma government, 

pemerintah memainkan peranan penting 

dalam mengendalikan masyarakat. Sedang 

dalam paradigma governance dimungkin-

kan keterlibatan banyak kelompok kepen-

tingan yang secara langsung terlibat dalam 
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perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

publik (Klijn & Koppenjan, 2015). 

Konsep governance memperhitung-kan 

seluruh aktor dan area kebijakan yang 

berada di luar “eksekutif inti” yang terlibat 

dalam proses pembuatan kebijakan 

(Cairney & Cairney, 2016; Klijn & 

Koppenjan, 2015). Governnace dalam hal 

ini merupakan konsep yang luas yang 

mewakili keseluruhan kualitas hubungan 

antara warga negara (swasta dan 

masyarakat umum) dan pemerintah yang 

memuat nilai-nilai responsivitas, efisiensi, 

kejujuran dan keadilan (Matheus & 

Ribeiro, 2009). Oleh sebab itu, dengan 

pendekatan governance, maka kondisi 

kebutuhan desa dapat lebih tergambarkan 

dengan jelas. Dengan tergambarkannya 

kondisi kebutuhan dan potensi desa, maka 

arah pengembangan BUMDes menjadi 

jelas dan terukur yang pada giliranya dapat 

meningkatkan kinerja BUMDes dalam 

mengelola kebutuhan dan potensi desa. 

 Dengan demikian, rumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain: 

(1) Bagaimanakah model eksisting 

pengelolaan BUMDes di Kabupaten 

Banyumas?;  (2) Bagaimanakah model 

governansi publik dalam pengelolaan 

BUMDes di Kabupaten Banyumas? 

Melihat fenomena di atas dan potensi dari 

pendirian BUMDes itu sendiri, maka 

tujuan penelitian ini antara lain: (1) 

Mengidentifikasi model existing 

pengelolaan BUMDes di Kabupaten 

Banyumas;  (2) Mengembangkan model 

governansi publik dalam pengelolaan 

BUMDes di Kabupaten Banyumas.  

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kasus. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui dan 

mengeksplorasi meaning dari individu 

atau kelompok sosial dan permasalahan 

sosial (Creswell, 2013: 4). Informan kunci 

dalam penelitian ini, antara lain: 

pemerintah desa, penyelenggara BUMDes 

dan masyarakat desa di beberapa desa di 

Kabupaten Banyumas. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan 

interactive data analysis model (Milles, 

Huberman and Saldana, 2014). 

Adapun sasaran dari penelitian ini 

adalah keseluruhan BUMDes yang yang 

tersebar di 301 desa yang ada di 

Kabupaten Banyumas yang berjumlah 88 

BUMDes. Dari jumlah tersebut kemudian 

diambil 30 BUMDes untuk jadikan 

informan dalam penelitian ini (34 %) yang 

dipilih dengan teknik purposive. Metode 

pengumpulan data menggunakan indepth 

interview, observasi dan analisis dokumen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Besarnya potensi pendirian 

BUMDes tidak diimbangi dengan 

keterlibatan stakeholders yang memadai, 

sehingga pengelolaan BUMDes cenderung 

tersentral pada pemerintah desa, 

khususnya Kepala Desa. Kinerja BUMDes 

tidak disusun berdasarkan rencana 

strategis yang berbasis pada kebutuhan 

dan potensi pengembangan desa. 

Sehingga, ukuran kinerja BUMDes 

menjadi tidak terstandar dan bersumber 

sepenuhnya pada preferensi Pemerintah 

Desa, khususnya Kepala desa. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa secara 

umum pengelola telah membuka informasi 

pengelolaan BUMDes kepada masyarakat, 

meskipun belum terlembaga secara baik, 

karena belum tersedianya sistem informasi 

khusus dan pemanfaatan media yang 

optimal. Transparansi pelaporan pengelo-

laan BUMDes kepada masyarakat desa 

lebih diselenggarakan dengan pendekatan-

pendekatan yang informal seperti forum 

“kumpulan warga”. Fakta penelitian 

tersebut sejalan dengan pendapat 

(O’Doherty, 2017) yang memandang 

bahwa transparansi semakin penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan kontem-

porer. Dalam pandangannya transparansi 
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perlu didorong sebagai pendekatan dalam 

penyelenggaraan organisasi publik. 

Transparansi dipandang penting karena 

memiliki manfaat dalam mengimbangi 

kompleksitas perilaku politik, adminis-

tratif dan sosial (Chygryn et al., 2018; 

Grimmelikhuijsen & Feeney, 2017). 

Berikut merupakan gambaran model 

eksisting pengelolaan BUMDes. 

 

 
Gambar 1.  

Model Eksisting Pengelolaan BUMDes  

 

Gambar 1 di atas adalah model 

yang menggambarkan kondisi eksisting 

terkait dengan pola pengelolaan BUMDes, 

khususnya di Kabupaten Banyumas. 

Model eksisting tersebut dikembangkan 

berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara mendalam dengan informan 

kunci. Melalui gambar model eksisting 

pengelolaan BUMDes tersebut dapat 

ditunjukkan bahwa terdapat peranan 

sentral dan dominasi pemerintah desa 

khususnya kepala desa dalam proses 

pengelolaan BUMDes. Fakta ini dijumpai 

di seluruh BUMDes (100%) yang menjadi 

sasaran penelitian. Hal ini menunjukkan 

terjadinya defisit peranan stakeholders. 

Untuk itu, mekanisme pengelolaan 

BUMDes perlu diarahkan menuju 

optimalisasi peran banyak pihak atau 

stakeholders melalui pendekatan 

governance yang memungkinkan banyak 

kelompok dan kepentingan yang terlibat 

secara langsung dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan publik (Klijn & 

Koppenjan, 2015). Melalui pendekatan ini 

menekankan pula pentingnya keterlibatan 

banyak stakeholders yang dimaksudkan 

untuk mewakili publik, untuk berdebat 

sebagai legitimasi proses musyawarah, 

setiap anggota harus memposisikan forum 

di luar kepentingan partisan (O’Doherty, 

2017). Masyarakat desa dengan ciri 

gemeinschaft pada dasarnya telah 

memiliki potensi kebersamaan dalam 

kehidupannya. Untuk itu, dalam meme-

nuhi potensi demokratis di masyarakat 

desa, pemerintah lokal perlu mendorong 

konektivitas demokratis dan konektivitas 

politik yang lebih besar antara forum 

partisipatif dan ruang publik yang lebih 

luas (Leroux, 2015; Moore, 2010; Ngo & 

O’Cass, 2013). Melalui pendekatan ini 

diharapkan keterlibatan segenap 

stakeholders dapat meningkatkan kinerja 

BUMDes dalam pengelolaan kekayaan 

dan potensi publik masyarakat desa.  

BUMDes dibentuk tidak hanya 

dengan semangat reinventing government 

dalam pengelolaan potensi desa. Namun, 

internalisasi semangat reinventing 

government tersebut tidak serta-merta 

membawa BUMDes pada model bisnis 

Profit Maximizing Businesses. BUMDes 

memang merupakan badan usaha yang 

Rencana Kerja/  

Rencana Anggaran 

APBDes  
Aksi Korporasi  

Mitra  

Musyawarah 

Desa  
Kinerja 

BUMDes 

Musyawarah 

Dusun  

Pemerintah Desa 
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profit oriented, namun sekaligus social 

oriented. Hal ini terjadi karena BUMDes 

tidak bisa dilepaskan dari akar budaya dan 

ciri sosial kemasyarakatan Indonesia pada 

umumnya. Proposisi nilai dalam BUMDes 

meliputi masyarakat desa dan stakeholers, 

di samping itu dalam model ini yang 

dituju bukan hanya keuntungan secara 

ekonomis, melainkan keuntungan secara 

sosial dan lingkungan. Pengelolaan aset 

dan potensi ekonomi desa yang semula 

dikelola oleh pemerintah desa bergeser 

dari model birokratis pemerintah desa ke 

model badan usaha publik yang profit 

oriented, namun tidak murni profit 

oriented karena tetap memperhatikan sisi 

social profit bagi masyarakat desa. Pola 

pengelolaan BUMDes ini merupakan 

perwujudan integrasi organisasi sektor 

swasta dan mekanisme pasar ke dalam 

proses pemerintahan dan penyediaan 

pelayanan publik, yang telah menjadi tren 

dalam penyelenggaraan administrasi 

publik (Newman and Gaffney, 2002). 

Kerjasama pemerintah-bisnis itu sendiri 

dapat membantu mengidentifikasi solusi 

bagi masalah kebijakan yang kompleks 

dan memperbaiki keberhasilan implemen-

tasi kebijakan (Kim and Darnall, 2016). 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara mendalam dengan informan 

kunci pada seluruh BUMDes sasaran 

penelitian, dijumpai fakta 90% 

menunjukkan bahwa perusahaan milik 

lokal lebih cenderung menghasilkan 

tingkat keterlibatan publik yang lebih 

tinggi dan hal itu penting penting untuk 

menopang kapasitas pemecahan masalah 

dalam masyarakat perdesaan (Clark and 

Record, 2017).  

Sabatier (2017) mengemukakan 

bahwa selain tantangan inovasi model 

bisnis yang biasa, model bisnis sosial 

harus mempertimbangkan semua 

pemangku kepentingan dan menentukan 

keuntungan sosial yang diharapkan. Hasil 

penelitian telah menunjukkan bahwa 

100% BUMDes yang menjadi sasaran 

penelitian telah mempertimbangkan 

keterlibatan seluruh pemangku 

kepentingan khususnya masyarakat desa 

melalui forum-forum diskursus dan 

musyawarah. 

Hasil pengamatan juga sejalan 

temuan Hosseini, et.al (2012) dalam 

perkembangan badan usaha desa di Iran.  

Menunjukkan bahwa usaha kecil pedesaan 

memegang berperanan penting dalam 

menciptakan peluang lapangan kerja dan 

menghasilkan produk bernilai tambah di 

sektor-sektor tertentu seperti pertanian. 

Namun, tantangan utama bagi perusahaan 

desa ini adalah kurangnya keberlanjutan. 

Dalam pandangan Hosseini, et.al (2012) 

inovasi dan kerjasama antar stakeholders 

merupakan faktor kunci keberlanjutan 

usaha kecil pedesaan. Jika keberadaan 

inovasi dan kerjasama tidak diperhatikan, 

maka tidak ada keber-lanjutan bagi badan 

usaha pedesaan. Smith dan McColl (2016) 

mengemukakan bahwa perbedaan antara 

aktivitas bisnis di pedesaan dan perkotaan 

bukanlah hal baru, komparator yang jelas 

adalah ukuran seperti arsitektur sosial, 

ketersediaan sumber daya dan 

aksesibilitas. Ia beranggapan bahwa 

perbedaan utama antara pengelolaan sosial 

perusahaan pedesaan dan perkotaan jarak 

jauh sangat bernuansa oleh tingkat migrasi 

di lokasi pedesaan dan perkotaan, 

kepemimpinan dan kebutuhan masyarakat 

dan oleh karena itu memerlukan konteks 

kebijakan yang relevan. Meskipun 

perkembangan badan usaha desa terlihat 

baik, namun Chen, et.al (2013) 

mengungkapkan bahwa BUMDes sejauh 

ini dikelola dengan pola kombinasi 

peranan antara pemerintah dan kekuatan 

pasar. Oleh karena itu, sifat hibrida dari 

struktur organisasi dan kepemilikan 

tersebut membuat perubahan dalam badan 

usaha desa masih banyak dilakukan secara 

top-down.  
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Gambar 2. 

Model Governance dalam Pengelolaan BUMDes dalam Optimalisasi Kinerja 
 

Gambar 2 di atas adalah model 

yang menggambarkan kondisi ideal 

pengelolaan BUMDes dengan meng-

gunakan pendekatan governance terkait 

dengan pola pengelolaan BUMDes, 

khususnya di Kabupaten Banyumas. 

Model Governance dalam Pengelolaan 

BUMDes dalam Optimalisasi Kinerja 

merupakan suatu model rekomendasi yang 

dikembangkan berdasarkan hasil analisis 

dan pengembangan dari model existing 

pengelolaan BUMDes yang dimuat pada 

Gambar 1.  

Berdasarkan Gambar 2 tentang 

model governance dalam pengelolaan 

BUMDes dalam optimalisasi kinerja dapat 

ditunjukkan bahwa dalam mengatasi 

kekosongan analisis kebutuhan dan 

potensi desa, maka diperlukan peranan 

stakeholders untuk mendorong dimuatnya 

kebutuhan dan potensi desa sebagai dasar 

penyususnan target capaian kinerja dari 

BUMDes. Melalui pendekatan public 

governance, para stakeholders saling 

berinteraksi dengan tujuan menemukan 

arah kerja dan pengembangan BUMDes 

yang berbasis pada analisis kebutuhan dan 

potensi desa (Bovaird & Loffer, 2009). 

Stakeholders tersebut, antara lain: adalah 

unsur golongan dalam masyarakat, 

organisasi masyarakat, lembaga desa dan 

organisasi lainnya yang terkait dengan 

penyelenggaraan BUMDes. Mereka saling 

berinteraksi dalam pengelolaan organisasi 

publik untuk memenuhi berbagai 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

desa. Melalui manajemen publik yang 

berorientasi pada pendekatan governance,  

maka rancangan model diarahkan untuk 

dapat menerapkan pentingnya mencapai 

nilai-nilai yang tidak hanya berkaitan 

dengan efisiensi, efetivitas, akan tetapi 

juga responsif dalam penyelenggaraan 

BUMDes.  
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan BUMDes di Kabupaten 

Banyumas sebagaimana digambarkan 

dalam model eksisting menjukkan masih 

kuatnya dominasi unsur pemerintahan 

desa, khususnya dalam proses 

pengambilan keputusan strategis pada 

pengelolaan BUMDes. Sementara itu, 

dapat disimpulkan pula bahwa dibutuhkan 

optimalisasi peran stakeholders melalui 

pendekatan governance sebagaimana 

digambarkan pada model governansi 

publik dalam pengelolaan BUMDes di 

Stakeholders 

Analsis 

Kebutuhan 

Potensi Desa 

Rencana 

Strategis 

Target 

Capaian 

Rencana Kerja/ 

Rencana Anggaran 

APBDes  

Aksi Korporasi  

Mitra  

Musyawarah 

Desa  

Musyawarah 

Dusun  

Kinerja 

BUMDes 
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Kabupaten Banyumas. Berdasarkan 

penelitian ini dapat disimpulkan perbedaan 

mendasar antara kondisi exisiting 

pengelolaan BUMDes dan kondisi yang 

direkomendasikan, berdasarkan nasis teori 

governance. Dimana, keterlibatan segenap 

stakeholders dalam pengelolaan kekayaan 

publik masyarakat desa perlu dioptimalkan 

dan semakin meningkat. Dengan 

meningkatnya keterlibatan segenap 

stakeholders, maka dapat membuka cara 

pandang dan spektrum tentang potensi dan 

permasalahan kebutuhan desa. Dengan 

demikian, kondisi kebutuhan dan potensi 

desa dapat lebih tergambarkan dengan 

jelas. Dengan tergambarkannya kondisi 

kebutuhan dan potensi desa, maka arah 

pengembangan BUMDes menjadi jelas 

dan terukur yang pada giliranya dapat 

meningkatkan kinerja BUMDes dalam 

mengelola kebutuhan dan potensi desa.
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